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BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR Ap TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun

Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur
Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2023;

1.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomar 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor 6057);

.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067); £

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri :
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 3
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 &
Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

26.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

27.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2022 Nomor 6);
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PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas
Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Aceh Timur.

6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah hak Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang

selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

j«]

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja, dan
pembiayaan.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp. 1.744.222.564.714,00, yang
bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 140.184.723.690,00, yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

o 2. e
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b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, direncanakan sebesar Rp. 19.725.015.302,00.

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.798.000.000,00.

[4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar
Rp. 116.661.708.388,00.

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 19.725.015.302,00, yang terdir atas:

pajak hotel;

pajak restoran dan sejenisnya;

pajak hiburan;

pajak reklame;

pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri;

pajak air tanah;

pajak sarang burung walet;

pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBBP2); dan
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) pemindahan hak.

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00.

(3) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 1.800.000.000,00.

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, direncanakan sebesar Rp. 602.021.000,00.

(6} Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar
Rp. 11.000.000.000,00

(7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00.

(8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar
Rp. 25.000.000,00.

(9) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
direncanakan sebesar Rp. 2.045.000.000,00.
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(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,
direncanakan sebesar Rp. 1.187.994.302,00.
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Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j, direncanakan sebesar Rp. 2.350.000.000,00.

Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 1.798.000.000,00, yang terdiri atas:

a. retribusi jasa umum;

b. retribusi jasa usaha; dan

c. retribusi perizinan tertentu.

| Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, direncanakan sebesar Rp. 503.000.000,00.
Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 880.000.000,00.

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢, direncanakan sebesar
Rp. 415.000.000,00.

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf ¢, direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00, yang
terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah
daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah
daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan
sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

Pasal 8

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d,
direncanakan sebesar Rp. 116.661.708.388,00, yang
terdiri atas:

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan
daerah;

e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

f. pendapatan dar pengembalian;

g. pendapatan BLUD;

h. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP); dan
i. pendapatan zakat, infaq, shadagah, dan wakaf.
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 523.748.585,00.
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{3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
direncanakan sebesar Rp. 670.876.878,00.

{4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00.

(S) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00.

|6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00.

[7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar
Rp. 2.750.000.000,00.

(8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, direncanakan sebesar Rp. 64.000.000.000,00.

(9) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
direncanakan sebesar Rp. 36.717.082.925,00.

(10} Pendapatan zakat, infagq, shadagah, dan wakaf

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan
sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 1.601.610.567.024,00, yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 1.488.143.115.000,00.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 113.467.452.024,00.

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp. 1.488.143.115.000,00, yang
terdirni atas:

a. dana perimbangan;

b. dana otonomi khusus dan dana tambahan
infrastruktur; dan

c. dana desa.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.111.295.654.000,00.

{3) Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
direncanakan sebesar Rp. 0,00.

{4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar Rp. 376.847.461.000,00.
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Pasal 11

{1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, direncanakan
sebesar Rp. 113.467.452.024,00, yang terdiri atas:

a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

|2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 63.841.169.927,00.

{3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, direncanakan sebesar Rp. 49.626.282.097,00.

Pasal 12

{1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar
Rp. 2.427.274.000,00 yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;

b. dana darurat; dan

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.427.274.000,00.

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

{4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 13

Anggaran belanja tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp. 1.742.380.495.933,00. yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 1.178.450.378.682,00, yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga,;

d. belanja subsidi;

e belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial.

i2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, direncanakan sebesar Rp. 766.784.311.505,00.

3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 331.992.651.717,00.

I
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{4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

I5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, direncanakan sebesar Rp. 904.500.000,00.

|6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, direncanakan sebesar Rp. 57.227.385.060,00.

{7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf {, direncanakan sebesar Rp. 21.541.530.400,00.

Pasal 15

[1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 99.098.934.441, yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan,;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, direncanakan sebesar Rp. 661.956.840,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 17.389.214.815,00.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar
Rp. 28.458.548.742,00.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar
Rp. 51.786.914.044,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar
Rp. 802.300.000,00.

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf ¢, direncanakan  sebesar
Rp. 1.897.500.000,00.

Pasal 17

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf d, direncanakan sebesar
Rp. 462.933.682.830,00, yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.152.301.530,00.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 460.781.381.300,00.
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Pasal 18

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2023 direncanakan
sebesar (Rp. 1.842.068.761,00), yang terdiri atas:

a.
b.

penerimaan pembiayaan; dan
pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud

(5)

g

(6)

(1)

dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 4.489.931.239,00, yang terdiri atas:

sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
pencairan dana cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman daerah;

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp. 4.489.931.239,00.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 0,00.
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf {, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

mO A0 TR

Pasal 20

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.489.931.239,00,

yang terdiri atas:

a. pelampauan penerimaan PAD; dan

b. dan seterusnya sesuai dengan objek pada sisa lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Dan seterusnya sesuai dengan objek pada sisa lebih

perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.

4.489.931.239,00.
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Pasal 21

1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, direncanakan
sebesar Rp. 0,00, yang terdiri atas:

a. pajak daerah; dan
b. dan seterusnya sesuai dengan rincian objek pada
pelampauan penerimaan PAD.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(3) Dan seterusnya sesuai dengan rincian objek pada
pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 22

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, direncanakan sebesar
Rp 6.332.000.000,00, yang terdiri atas:

pembentukan dana cadangan;

penyertaan modal daerah;

pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

pemberian pinjaman daerah; dan

pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 1.332.000.000,00.

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

"Ro TRy

Pasal 23

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, direncanakan
sebesar Rp. 0,00, yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan; dan
b. dan seterusnya sesuai dengan objek pada
pembentukan dana cadangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(3) Dan seterusnyva sesuai dengan objek pada pembentukan
dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, direncanakan sebesar Rp. 0,00.
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Pasal 24

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, direncanakan

sebesar Rp. 1.332.000.000,00, yang terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah pada BUMD; dan

b. dan seterusnya sesuai dengan objek pada penyertaan
modal daerah.

Penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar

Rp. 1.332.000.000,00.

Dan seterusnya sesuai dengan objek pada penyertaan

modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 25

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh

tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)

huruf ¢, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00, yang

terdiri atas:

a. pembayaran pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat;
dan

b. dan seterusnya sesuai dengan objek pada pembayaran
pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat.

Pembayaran pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

Dan seterusnva sesuai dengan objek pada pembayaran

pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar

Rp. 0,00.

Pasal 26

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja mengakibatkan terjadinya surplus
sebesar Rp. 1.842.068.761,00.

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar (Rp. 1.842.068.761,00).

Pasal 27

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

a.

Lampiran [  Ringkasan Penjabaran APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
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b. Lampiran II Penjabaran  APBD Menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, :
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan; ;

c. Lampiran [II Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Hibah;

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Bantuan Sosial;

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat
Umum dan Bersifat Khusus;

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas
Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan :
Pembiayaan; dan

j- Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah |
Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD Dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 3
pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 Duwwmbar 2022 M
G\}hadll AN 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

MAHYUDDIN
Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 Jegmber 2022 M

¢ ol A 14441

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

T. REAA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4p



